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ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
terhadap Tindak Pidana Perhutanan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)” ini adalah hasil penelitian pustaka
yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan
hukum hakim dalam memberikan sanksi denda di bawah batas minimum dalam
Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl ? dan bagaimana analisis Hukum Pidana
Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Perhutanan dalam Putusan
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, serta data yang
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pustaka, kemudian diolah secara
deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dimulai dari variabel
yang bersifat umum (teori hukum pidana islam dan teori hukum positif ) dan
diaplikasikan ke variabel yang sifatnya khusus (Putusan Pengadilan Negeri
Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Stl).

Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl hakim menjatuhkan hukuman pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar) terhadap
pelaku Tindak Pidana Perhutanan milik PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera).
Dalam putusan tersebut penjatuhan pidana denda dirasa kurang tepat karena
sangat merugikan Negara dan merusak ekosistem hutan, selain itu tidak sesuai
dengan pasal yang dituntutkan. Seharusnya putusan hakim tetap berdasarkan
Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan karena ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan
maksimalnya, yaitu pidana denda paling sedikit sebesar Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah). Dalam analisis hukum pidana islam terdakwa dikenakan hukuman
ta‘zir karena belum ada nass yang mengatur dan wewenang penjatuhan hukuman
diserahkan kepada hakim yang berpedoman pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Saran dari penulis adalah hakim sebagai pemegang wewenang dalam
menjatuhkan suatu hukuman harus bersikap tegas dan sangat mempertimbangkan
tujuan utama perundang-undangan itu dibuat. Bagi semua pihak/petugas
kehutanan diharapkan mengadakan sosialisasi tentang upaya pencegahan dan
pemberantasan kerusakan hutan kepada masyarakat serta memberikan arahan
dalam pengelolaan hutan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan
mahkluk hidup terutama manusia. Hutan memberikan perlindungan, sebagai
sumber mata pencarian masyarakat sekitar, sumber bahan pangan, obat-
obatan, industri kayu, dan juga sebagai objek wisata hutan lindung. Hutan
menyediakan dan memperkaya makanan dan nutrisi bagi tanah serta
melindungi tanah dari erosi hujan maupun angin, hutan juga menghasilkan
oksigen yang sangat dibutuhkan untuk pernapasan manusia dan hewan. Pada
musim hujan pepohonan berperan dalam konservasi air dengan menahan air
limpahan permukaan sehingga memberi kesempatan air untuk filtrasi dan
masuk ke dalam tanah dan menjadi sumber persediaan air musim panas yang

dimanfaatkan masyarakat."

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk
dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dan penyeimbang lingkungan
global. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan,
pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan

dan tidak mengurangi fungsi utamanya. Menurut laporan Center for

! llyas Asaad, ed all., Teologi Lingkungan, Cet Il (Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Lingkungan Hidup Dan Majelis Lingkungan Hidup
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), 47.



Internasional Forestry Researct (CIFOR) bahwa rata-rata penggundulan
hutan (deforestation) di Indonesia mencapai 1,7 juta hektare setiap
tahunnya. Tingginya tingkat deforestasi tersebut diakibatkan oleh kegiatan
alih lahan, seperti: pembalakan liar (illegal logging), perkebunan besar,
pembakaran hutan, pertambangan liar (illegal mining), perluasan
permukiman, dan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan ekonomi lainnya,
kegiatan tersebut sering tidak memenuhi persyaratan perizinan dan

berdampak negatif pada kelangsungan hidup semua makhluk hidup.

Kerusakan hutan yang terjadi mengakibatkan pencemaran dan perusakan
lingkungan secara global, secara periodik telah mengancam kelestarian dan
keanekaragaman hayati di dunia. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan
anecka mahkluk langka yang hidup dalam ekosistem darat berkurang atau
bahkan menjadi punah. Hal ini memicu tidak ada keseimbangan alam dalam
menjaga daya lingkungan bagi kelanjutan kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya. Memang ironis, Indonesia sebagai Negara yang dikategorikan
Negara Megadiversities (Negara yang memiliki keanekaragaman hayati
terkaya di Dunia) bersama Brasil dan Kolombia secara bersamaan juga
tercatat sebagai Negara dengan tingkat kerusakan hutan dan kehancuran
keanekaragaman hayati tertinggi di Dunia. Kenyataan seperti inilah yang

harus segera ditangani dengan serius dan cepat karena sangat sulit

Z Leode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Kemintraan Partnerhip,
2015) , 13.



memulihkan bahkan mengembalikannya seperti semula, karena pada

dasarnya semua mahkluk hidup saling bergantung satu dengan yang lainnya.’

Hutan juga merupakan bagian dari ekosistem dalam lingkungan, syariat
Islam mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang akibatnya
menimbulkan kemudaratan untuk orang banyak. Manusia merupakan salah
satu komponen ekosistem dalam lingkungan yang memiliki perang
fungsional ekologis. Di satu sisi, manusia berpotensi merusak dan
mencemari bahkan memusnahkan lingkungan. Disisi lain manusia berpotensi
sebagai pelestari lingkungan. Secara eksplisit (tegas) al-Qur’an menyatakan
bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan
akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan

hidupnya.® Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an surat ar-Riim (30) ayat 41 :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
99 5

yang benar)”.

* Ibid., 14.

* Laila Hasanah, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan”,
Adliya, No. 1, Vol.4(Juni, 2018), 88.

® Departemen Agama Republik Indonesia, 4/qur'an dan Terjemahan Jus 1-Jus 30, (Surabaya: Al-
Hidayah, 2002), 576.



Al-Qur’an surat al-A’raf (7) ayat 56 :

G ESE A &3 Bl wabsBis 838305 ) Ak osY) 3 5 Vs

(:) w\
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah)
memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak

akan diterima ) dan harapan (tidak dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.°

Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam, bukankah
tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di
muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan Khalifah, maka sudah seharusnya
manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan.
Pengabdian artinya manusia mengelola alam dengan cara menunjukkan bakti
pada Allah SWT. Sedangkan pengaturan artinya manusia mengelola
lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian
kualitas alam.” Sering kali manusia lupa bahwasanya merekalah penyebab
datangnya musibah alam itu sendiri, bukannya dari penjelasan ayat-ayat al-
Qur’an di atas sudah jelas bahwasanya Allah sudah memperingatkan agar
manusia menjaga dan melindungi nikmat yang telah diberikan kepadanya.
Segala perbuatan itu pastilah ada balasannya dan itu pasti sepadan dengan

apa yang diperbuat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberi

6 .

Ibid., 212.
7 Ariyadi dan Siti Maimunah, “Peran Agama Islam dalam Koservasi Hutan”, Daun, No. 2, Vol.4
(Desember, 2017), 66.



pengertian hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan
dimanfaatkan secara optimal, dikelola, dan dijaga kelestariannya.
Pemanfaatan kawasan hutan harus dilaksanakan secara baik dan benar
dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomis.® Dalam
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
sebagai landasan konstitusional menjelaskan bahwasanya, bumi, air, dan
kekayaan hutan yang beranekaragam hayati dimanfaatkan sebaik mungkin
dan harus dijaga dengan baik keberadaannya agar lingkungan hutan tetap

asri.

Dalam menangani kerusakan hutan pemerintah mengeluarkan beberapa
peraturan yang mengatur permasalahan lingkungan yang sulit ditangani,
diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan dan memberikan sanksi maksimum
terhadap perorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran
kehutanan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan

sanksi administratif.

Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk
lebih jauh dalam meneliti bagaimana penerapan hukum hakim dalam

mempertimbangkan sanksi denda yang diberikan di bawah batas minimum

# Undang-Undang Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.



yang tidak sesuai (Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl) dengan pasal
yang didakwakan, yaitu Pasal 92 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (2) huruf
b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Maka dari itu penulis
memfokuskan penelitian ini dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PERHUTANAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun

No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti

bertujuan mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi  kasus tindak pidana perhutanan dalam Putusan
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.

2. Sanksi tindak pidana perhutanan dalam hukum pidana islam.

3. Sanksi tindak pidana perhutanan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

4. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi denda
dibawah batas minimum dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.

5. Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi denda

Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.



Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi
ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dan diteliti terkait dengan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi denda di bawah
batas minimum dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi denda

dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi
denda di bawah batas minimum dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN
Srl ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap

sanksi denda dalam Putusan No.156/Pid.B/LLH/2019/PN Srl ?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka memuat uraian ringkas yang sistematis yang sudah
pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti dan seberapa banyak pakar
yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema
yang sama dengan skripsi ini, akan tetapi penelitian dengan judul “Analisis
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana

Perhutanan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun



No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)” penulis belum menemukan yang sama

dengan judul penelitian tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang

akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah

ada sebelumnya. Berikut beberapa judul yang pernah ditulis sebelumnya dan

memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

1.

Skripsi yang ditulis oleh A. Miftahuddin A. Hasyim, mahasiswa
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar pada tahun 2016
yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Illegal Logging
di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi
Kasus Putusan Pengadilan No.65/Pid.B/2015/PN.MLL)”. Dalam
penelitian tersebut memfokuskan bagaimana penerapan hukum pidana
materil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
tindak pidana 7//egal logging dalam Putusan No.65/Pid.B/2015/PN.MLL.
Dan hasil penelitian ini adanya kesalahan penafsiran dalam penerapan
hukum materilnya, namun pertimbangan hakim sudah sesuai.

Skripsi yang ditulis oleh Widya Indrayanti, mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang
berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pencurian
Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto
(Studi Putusan No.505/Pid,Sus/2015/PN.MJK). Dari hasil penelitian ini
hakim memutuskan hukuman penjara tidak sesuai dengan pasal yang
didakwakan, yaitu Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



3. Skripsi yang ditulis oleh Bella Dwi Merina, mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 yang
berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penebangan Pohon Secara Tidak Sah di Kawasan Hutan” (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Jember No.307/Pid.B/LH/2019/PN Jmr). Adapun
hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan denda yang tidak sesuai degan yang ada dalam Pasal 82
Ayat (1) huruf ¢ jo Pasal 12 huruf ¢ Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi di atas, maka dapat diketahui
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti.
Penelitian ini fokus membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam
memberikan sanksi denda di bawah batas minimum dimana tidak sesuai
dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17
Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan penulis juga

menganalisis dari segi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis

melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang
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penulis kaji dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan tujuan skripsi

ini sebagai berikut

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan
sanksi denda  dibawah  batas minimum dalam  Putusan
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.

2. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap

sanksi denda dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis
maupun praktis, sehingga memberikan manfaat khususnya pagi penulis
sendiri ataupun untuk penulis selanjutnya yang berkaitan dengan kasus
tersebut.
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dari hasil pembahasan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih
dalam pengetahuan dan pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan
dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai kajian kepustakaan dan
referensi dalam penegakan hukum tentang tidak pidana perusakan hutan

di Indonesia.
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2. Aspek Terapan (Praktis)
Penulis berharap penelitian ini memberikan pandangan hukum yang
diperlukan bagi penegak hukum untuk terciptanya keadilan yang sesuai

dengan kepastian dan kemanfaatan hukum pada nyatanya.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka
penulis menjelaskan beberapa istilah agar dapat lebih mudah dipahami yaitu
sebagai berikut:
1. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum Pidana Islam adalah aturan mengenai perbuatan yang
dilarang (haram) oleh syara’ baik perbuatan itu merugikan agama, jiwa,
akal, harga diri, dan harta benda.” Menurut Muhammad Daut Ali, hukum
jinayah/pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan jahat yang
diancam dengan hukuman jarimah hudud atau jarimah ta‘zr.'° Dalam
skripsi ini yang akan dibahas adalah jarimah ta‘zir.

2. Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini
ditujukan untuk memberi sanksi terhadap pelaku tidak pidana

perhutanan.

% Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah, (Palembang: Rafa Press, 2020), 53.
19 Mardani, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 3.
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3. Tindak Pidana Perhutanan

Tindak pidana perhutanan dalam skripsi ini adalah pelanggaran
aturan oleh pengusaha perkebunan, hal ini sering terjadi karena
permasalahan pengurusan perizinan perkebunan yang sulit maupun
penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan
pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan ataupun
yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.'' Salah satunya
pelanggaran yang terjadi yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan

perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan
ditemukan suatu pengetahuan, teori-teori, dalam memahami, memecahkan
suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Skripsi ini menggunakan metode
penelitian normatif dan dianalisis kualitatif dengan penalaran deduktif. Dari
ketentuan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini perlunya menggunakan
metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif

atau kepustakaan dengan sumber data sekunder dengan bahan hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013....., 3.
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adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum.
Dalam penelitian ini meneliti Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun
terhadap kasus No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.
. Data yang Dikumpulkan
a.  Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
dan Hukum Pidana Islam.
b.  Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl tentang Tindak Pidana
Perhutanan.
Sumber Data
Dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif maka sumber
data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat
mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti perundang-
undangan, KUHP, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini hukum
primer sebagai berikut:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid,B/LH/2019/PN

Srl.
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3) Putusan hakim (dalam hukum islam menggunakan asas
material dengan hukuman ¢a “zir)
b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan dan sebagai pendukung bahan hukum primer,
diantaranya buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan
skripsi/tesis/disertasi hukum. Adapun dalam penelitian ini bahan
hukum sekunder diantaranya;
1) Buku karya Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam.
Surabaya: Pustaka Idea. 2015
2) Buku karya Mardani, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada
Media Group. 2019.
3) Buku karya Marsaid, A/-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana
Is/am). Palembang: Rafa Press. 2020
4) Buku karya Suyanto, Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta:
Deepublish. 2018.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan sebagai pendukung dalam
skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian
ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara studi
dokumentasi/kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Studi dokumentasi dalam skripsi ini ditujukan untuk
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mempelajari dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun

No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl yang ada di direktori Putusan Mahkamah

Agung serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dan dibahas dalam

skripsi ini.

5. Teknik Pengelolaan Data

a.

Editing, adalah pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi
kelengkapan data dan dikoreksi guna relevansi dan keseragaman,
serta kesesuaian dengan data primer maupun data sekunder.
Organizing, adalah penyusunan data secara sistematis sehingga
dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah
serta menghasilkan bahan yang dapat dijadikan struktur deskripsi.
Analizing, adalah melakukan analisis data yang telah
dideskripsikan terhadap hukuman yang dijatuhkan baik dari segi
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Triangulasi Data, adalah pemeriksaan keabsahan/kebenaran
informasi melalui metode dan sumber perolehan data. Teknik ini
adalah membandingkan informasi yang didapat dengan data yang
dikumpulkan. Dengan banyaknya data/bukti akan memberikan
sudut pandang atau perspektif yang berbeda mengenai hal yang
diteliti, maka akan memperoleh sebuah pengetahuan dan

kebenaran yang bisa diandalkan.
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6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengelolaan data yang disusun
secara sistematis dan dianalisis kualitatif. Kemudian data yang
terkumpul tersebut diuraikan secara deskriptif untuk mendapat
gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk dikaji dan
kemudian dianalisis menggunakan undang-undang yang berlaku.
Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu
dimulai dari variabel yang bersifat umum dan diaplikasikan ke variabel

yang sifatnya khusus.

Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan uraian atau sistematika
pembahasan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Sehingga dapat diketahui
isi dari masing-masing bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan langkah-langkah dalam
penelitian ini meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi opsional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas tentang teori yang digunakan untuk
menjelaskan isi dari data penelitian. Teori tersebut membahas bagaimana
Perspektif Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Tindak

Pidana Perhutanan, dan Perkebunan.
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Bab III, pada bab ini menguraikan posisi kasus, dakwaan, tuntutan
pidana, pertimbangan hakim, amar putusan dalam kasus tindak pidana
perhutanan di Pengadilan Negeri Sarolangon No.156/Pid.B/LH/2019/PN
Srl).

Bab 1V, pada bab ini memaparkan analisis pertimbangan hukum hakim
dan analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi denda
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangon No.156/Pid.B/LH/2019/PN
Srl).

Bab V, pada bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan
masalah secara singkat dan saran-saran yang merupakan intisari dari
penelitian ini yang berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya

hukum positif dan hukum pidana islam.



BABII

HUKUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

A. Hukuman/Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
1. Hukuman/‘ Ugibah

Hukuman/sanksi dalam istilah Arab disebut ‘ugibah yang
merupakan balasan atas perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan
shara‘ dan telah ditetapkan Allah dan rasulnya untuk kemaslahatan
manusia agar terhindar dari mafSadah.' Pemberian hukuman harus
berdasarkan syariat dan menjadi bagian kaidah Islam yang harus
diyakini oleh umatnya bahwa Islam adalah agama yang mendatangkan
kebaikan dan rahmat bagi semesta alam.> Menurut ‘Abd Al-Qodir

‘Audah, hukuman memiliki pengertian sebagai berikut:

@tfzj\ ﬁ Das Jo atd sl JJ,LAJ\ 21 o A

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas

.93

ketentuan-ketentuan shari‘

! Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83.
2 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah, (Palembang: Rafa Press, 2020), 94.
¥ Sahid HM, Epistemologi Hukum ..., 84.
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2. Tujuan Hukuman
Tujuan hukuman adalah untuk menjauhkan manusia dari
kebodohan, kegelapan, dan perbuatan maksiat, serta mendorong mereka
untuk berbuat baik. Secara spesifik tujuan hukuman adalah memelihara
kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan. harta benda, dan melindungi
kehormatan. Penerapan hukuman sebenarnya tidak hanya menyebabkan
seseorang kehilangan kebebasan/kemerdekaan, jiwa, hak pribadi, tetapi
juga mengalami cacat secara sosial, penderitaan, dan keadaan psikologis.
Menurut pendapat Mahmood Zuhdi Abdul Majid yang dikutip dari
Octoberrinsyah, para ahli hukum pidana Islam tujuan hukuman dibagi
menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:*
a. Pembalasan
Setiap tingkah laku yang membentuk suatu perbuatan pasti
akan ada balasannya. Pelaku tindak pidana perlu mendapat balasan
yang sepadan dengan perbuatannya tanpa melihat apakah sanksi
tersebut berguna bagi dirinya maupun masyarakat, hal ini
didasarkan pada konsep keadilan.
b. Pencegahan
Pencegahan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu
pencegahan secara umum yang ditujukan kepada masyarakat secara
keseluruhan dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana

karena takut atas beratnya hukuman/sanksi yang akan diterima,

* Marsaid, Al-Figh ..., 98.
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sedangkan pencegahan secara khusus adalah mencegah agar pelaku
tidak mengulangi perbuatannya.

c. Perbaikan

Penjatuhan hukuman diharapkan memberi rasa jera dan takut,

sehingga seseorang akan sadar wuntuk tidak mengulangi
perbuatannya serta memperbaiki diri untuk kedepannya. Tujuan
perbaikan/pembelajaran dapat dilihat dalam hukuman ¢a‘zr yang
bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana.

d. Pertanggungjawaban dan penebusan dosa

Seseorang harus mempertanggungjawabkan dampak yang
ditimbulkan sebagai perbaikan diri atas kesalahannya, hal ini agar
memberikan ketenangan dan rasa adil pada korban. Dalam hukum
pidana islam penebusan dosa/pertobatan tidaklah  dapat
menghapuskan hukuman/sanksi, pertobatan hanya pengampunan
yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah, sedangkan
pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak individu tidak
dapat digugurkan dengan sendirinya.
3. Jarimah

Secara etimologi jarimah berasal dari kata jarama-yajimu-

Jjarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Jarimah juga berasal

dari kata ajrama-ajramu yang berarti “melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan

yang lurus”. Sedang secara terminologi jarimah diartikan sebagai
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larangan-larangan shara‘ yang diancam oleh Allah dengan hukuman
hudiid danii ta‘zir. Dalam hukum positif jarimah dikenal sebagai
peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Pengertian

Jarimah menurut imam al-Mawardi adalah sebagai berikut:

P
o 0% of ¥

o Tyotosbi o2 B8 on B Lol e
A 308 e QWA 55 Reih olslas Lint

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shar7 yang diancam oleh

— 95

Allah dengan had atau ta‘zir .

Larangan dalam hukum Islam bisa berupa melakukan suatu
perbuatan yang dilarang dan juga bisa berupa meninggalkan suatu
perbuatan yang diperintahkan, pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai
dengan apa yang dikerjakan atau ditinggalkan. Jarimah pada umumnya
digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti pencurian,
pembunuhan, pemerkosaan, dan perbuatan yang merusak tatanan

masyarakat.’
Jgaly i o Jodll w5 clywr Lo)2 o) o) el 2,01

“Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh shara‘ baik
perbuatan mengenai jiwa, harta, dan lainnya”.’

® Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ( Aceh: Yayasan Pena Aceh,
2020), 44.

® Sahid HM, Epistemologi Hukum .., 2.

" Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum ..., 45.
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Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi

kriteria sebagai berikut:*

Rukun _<.2/unsur formal (undang-undang), adanya suatu nass yang

melarang suatu perbuatan dan diancam dengan hukuman bagi

pelakunya.

. Rukun W/ unsur material, adanya tindakan yang membentuk suatu

Jarimah, baik perbuatan itu secara nyata maupun tidak nyata.

Rukun -Y/unsur moral, adanya suatu perbuatan yang dilakukan

oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan

yang telah dilakukannya.

4. Macam-macam Jarimah

Jartmah dapat dibagi menjadi tiga bagian jika ditinjau dari segi

berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

Qisas dan Diyah

Adalah jarimah yang hukumannya sudah ditentukan oleh shara“
dan diancam dengan hukuman berupa gisas dan diyah. Qisas
(hukuman yang setimpal/setara) dan diyah (kompensasi uang/denda)
dan merupakan hak manusia (individu) yang berhubungan dengan

kepentingan pribadi/khusus. Dalam hal ini hukuman yang

dijatuhkan dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban maupun

& Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal lus Civile, Vol 2, No 2

(2018), 4.
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pihak keluarga dari korban. Ciri khas dari jarimah gisas dan diyah

adalah sebagai berikut:

1) Hukuman sudah tertentu dan terbatas (sudah ditentukan oleh
shara‘dan tidak ada batas minimal/maksimal).

2) Hukuman merupakan hak individu (korban/pihak dari keluarga
korban berhak memberikan pengampunan kepada pelaku).
Jarimah qisas dan diyah dibagi menjadi dua macam, yaitu
pembunuhan dan penganiayaan.

b. Hudid
Hudiid adalah pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman
secara keras tanpa peluang untuk dapat dipertimbangkan oleh
lembaga hukum, badan hukum, ataupun sesorang.’” Ketentuan
hukuman sudah ditentukan oleh hukum shara® dan diancam dengan
hukuman hadd. Ciri khas jarimah h udizd adalah sebagai berikut:

1) Hukuman sudah ditentukan oleh shara® dan tidak ada batas
minimal dan maksimal.

2) Hukuman merupakan hak Allah, yang dimaksud adalah suatu
hak yang manfaatnya dikembalikan pada kepentingan umum
(masyarakat) demi kemaslahatan bersama. Dalam hak Allah
hukuman yang dijatuhkan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun
(korban/pihak dari keluarga korban, atau masyarakat). Jarimah

hudid dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina,

% Sahid HM, Epistemologi Hukum ..., 13.
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minum-minuman keras, pencurian, perampokan, keluar dari

islam, pemberontakan.'’
Ta‘zar

Kata ta‘zir adalah suatu istilah dalam hukum pidana Islam yang
memiliki pengertian mencegah, menghormati, dan membentuk.
Ta‘zir juga dapat diartikan sebagai pengajaran atau pelajaran.'
Ta‘zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh shara‘dan
wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada hakim."

Menurut istilah dan pendapat Imam Mawardi 7a Zir adalah;

“Ta‘zZir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumannya oleh shara“”

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap jarimah ta‘zir berbeda-
beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, fa°‘zir ditujukan
untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan perbuatan yang
sama. Pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman ini adalah
perbuatan yang mengganggu kehidupan dan harta orang lain serta
mengganggu ketenteraman dan kedamaian masyarakat. Ciri khas

Jjarimah ta‘zir adalah sebagai berikut:

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, hukumannya

belum ditentukan oleh shara‘ dan ada minimal dan

19 Marsaid, Al-Figh ..., 61.
1 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 12.
2 Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum ..., 48.
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maksimalnya. Dalam ¢a°zir hukumannya tidak ditetapkan

dengan ketentuan al-qur’an dan rasul-nya.

2) Dalam menentukan hukuman fa‘zir diserahkan hakim yang
diberikan hak atau kuasa untuk mempertimbangkan hukuman
yang akan dijatuhkan maupun kadarnya. Secara etimologi
hakim memiliki arti “orang yang memutuskan hukum”.
Sedangkan dalam istilah figh, hakim merupakan orang yang

memutuskan hukum di pengadilan.”

Menurut pendapat Ibn Taimiya mengenai jenis-jenis jarimah
ta‘Zir adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan
hukuman /add dan tidak pula kaffarah, seperti perbuatan cabul,
perbuatan yang melecehkan, melakukan perbuatan makruh, atau
memakan makanan yang tidak halal, melakukan kerusakan di bumi,
dan beberapa perbuatan maksiat lainnya.'"* 7a‘zr dapat pula
dikenakan terhadap perbuatan yang membawa kerugian pada
kepentingan umum (misalnya pembukaan lahan baru secara tidak
sah/tanpa izin, perluasan lahan secara ilegal, dan pengrusakan
hutan).” Menurut Topo Santoso landasan dalam menentukan
hukuman ¢a‘zir didasarkan pada jjma‘ yang berhubungan dengan

hak negara dalam menghukum perbuatan yang tidak pantas,

3 Marsaid, Al-Figh ..., 194.

% 1bid., 63.

% Mardani, Hukum Pidana ..., 14.
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merugikan secara fisik, sosial, politik, finansial bagi masyarakat

secara keseluruhan.'¢

Hukuman pokok pada setiap jarimah akan dijatuhkan apabila
semua bukti terpenuhi dan meyakinkan tanpa adanya kekurangan
(keraguan) yang berhubungan dengan perbuatan tersebut, hukuman
pokok dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Akan tetapi apabila hakim
menganggap kurangnya bukti maka hukuman pokok (4 udiid dan
gisas) tidak dapat diterapkan, hukuman yang diberikan adalah

ta‘zir. Berikut ini adalah jenis-jenis hukuman tazir.

1) Hukuman Mati (berkenaan dengan badan), hukuman ini
dilaksanakan pada pelanggaran yang sangat berat dan
berbahaya, seperti residivis pencurian, perusak bumi,

penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur’an

dan al-Sunnah. Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi

untuk hukuman mati:

a. Apabila pelaku adalah residivis yang kebal hukum hudiid
selain hukuman mati.

b. Harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin dampak
kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan

terhadap kerusakan yang terjadi di bumi.

' Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-Asas Hukum..., 48.
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Hukuman Jilid (cambuk) dapat dikenakan terhadap jarimah
hudiid seperti zina, godhaf(menuduh zina), dan minum khamer.
Hukuman Penjara (berkenaan dengan kemerdekaan), adalah
hukuman dikurung dalam suatu ruangan yang suram, tertutup
(terbatas), diberikan tindakan keras, diperlakukan dengan
menyedihkan agar pelaku mengalami kesepian dan ketakutan.
Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua
bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya, dan
hukuman penjara yang tidak ada batas waktunya.

Hukuman pengasingan (berkenaan dengan kemerdekaan) adalah
suatu hukuman pengusiran dari suatu tempat (tempat
asal/tempat tinggal pelaku) untuk mengucilkan,
mempermalukan, sebagai sanksi yang menyakitkan pagi pelaku
yang bertujuan memberi efek jera dan pencegah terjadinya
Jjarimah yang sama.

Hukuman pemboikotan adalah hukuman pembatasan
komunikasi (dilarang berhubungan dan berbicara) dalam batas
waktu tertentu.

Hukuman salib adalah hukuman yang berupa hukuman mati
dapat dijatuhkan hukuman salib (tidak dilarang makan, minum,
wudhu, dan sholat dengan isyarat) dan tidak lebih dari tiga hari.
Hukuman denda adalah hukuman pokok yang dapat berdiri

sendiri dan juga dapat digabungkan dengan hukuman pokok
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lainnya. Apabila denda tidak sanggup dibayar, maka denda
dapat diambil dari harta yang ada pada pelaku, dan apabila
pelaku tidak memiliki harta maka dapat ditunggu sampai
terkumpulnya harta (dalam hukum sekarang dapat diganti

dengan menambah masa hukuman)."’

B. Hukuman/Sanksi Dalam Perspektif Hukum Positif
1. Hukuman
Hukuman adalah suatu ancaman yang bersifat derita yang menyiksa
yang diberikan secara khusus oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara terhadap pelanggar aturan hukum
yang telah ditegakkan dalam suatu Negara." Bentuk-bentuk hukuman
dalam KUHP bab-2 Pasal 10 dapat diuraikan sebagai berikut:"
a. Pidana Mati
Hukuman mati adalah merampas kehidupan seseorang yang
sangat membahayakan kepentingan umum, oleh karenanya untuk
menghentikan kejahatannya diperlukan suatu hukuman yang tegas

berupa hukuman mati.

Y Marsaid, Al-Figh ..., 216.

'8 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta:
Deepublish, 2015), 108.

19 |smu Gunadi dan Jonaidi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 2014), 65.
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b. Pidana penjara
Hukuman ini bersifat membatasi kemerdekaan atau kebebasan
seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu
tempat yang diwajibkan untuk tunduk dan taat menjalankan semua
peraturan dan tata tertib yang berlaku.
c. Pidana kurungan
Hukuman ini lebih ringan dibandingkan hukuman penjara yang
dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan
paling lama satu tahun.
d. Hukuman denda
Hukuman denda diancamkan sebagai hukuman alternatif atau
hukuman berdiri sendiri terhadap berbagai pelanggaran dan jenis-
jenis kejahatan. Ketentuan denda diatur dalam pasal 30 KUHP
sebagai berikut:

1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

2) Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana
kurungan.

3) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan
atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana
kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

e. Hukuman tutupan
Hukuman ini disediakan untuk politisi yang melakukan

kejahatan disebabkan oleh ideologi yang dianutnya atau orang yang
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melakukan suatu kejahatan karena terdorong oleh maksud yang

patut dihormati. Sedangkan mengenai pidana tambahan adalah

sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
2) Pidana perampasan barang tertentu
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim
2. Hukum Pidana

Adalah bagian dari hukum positif karena segala ketentuan berlaku
secara umum. Menurut pendapat Moeljatno hukum pidana adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang dianut oleh suatu negara yang ditujukan
untuk mengatur suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang
berlaku. Hukum pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:*

a. Menentukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

b. Mengatur bagaimana, kapan, dan perbuatan apa yang telah
dipandang sebagai perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai
hukuman atas perbuatannya.

c. Menentukan bentuk dan jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan
serta bagaimana penerapan hukuman yang akan dilaksanakan bagi
pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan suatu pelanggaran.

d. Menurut pendapat Moeljatno hukum pidana mengatur tiga unsur

yang saling berkaitan ketika terjadinya suatu tindak pidana, unsur-

%0 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.
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unsur tersebut adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana,
dan proses verbal penegakan hukum.
3. Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu “7rafbaar
Feit”yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang
dapat dihukum. Menurut pendapat Simons, tindak pidana dapat
diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat
melawan hukum, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja yang dilarang oleh hukum dan disertai sanksi yang
berupa hukuman pidana tertentu dan/atau hukuman denda.* Suatu
perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:*
a. Adanya perbuatan.
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu
adanya sifat dan ciri-ciri yang tercantum dalam undang-undang.
c. Adanya sifat melawan hukum baik secara formil (bertentangan
dengan undang-undang) maupun secara materil (bertentangan
dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan nilai-nilai

keadilan masyarakat).

2! Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 69.

22 |smu Gunadi dan Jonaidi Efendi, Cepat Dan Mudah ..., 37.

2 Juara Munthe, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh
Minuman Keras yang Terjadi di Kabupaten Sleman”, Jurnal Hk 10030, (2014), 6.
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d. Mampu bertanggung jawab dalam arti kondisi psikis stabil/normal
(tidak gila).

e. Adanya kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja
sesorang melakukan suvatu tindak pidana atau ada/tidaknya
kealpaan/kelalaian dari seseorang untuk melakukan tindak pidana.

f. Adanya dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan (alasan
penghapus), suatu tindakan yang pada dasarnya bertentangan
dengan hukum tetapi tidak dapat dipidana, karena adanya unsur
keterpaksaan (overmacht), kondisi darurat (noodtoestand), bela diri
(noodwear), dan melaksanakan undang-undang/ perintah dari
pemerintah.

4. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan hukum dan melanggar norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja
atau tidaknya serta menimbulkan dampak buruk dan merugikan. Pelaku
tindak pidana pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai namun
dalam menjalankan tujuannya melalui jalan pintas atau yang disebut
melanggar ketentuan/ norma yang berlaku tanpa memikirkan akibat
perbuatannya. Pengertian pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:**

2 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Bina Aksara, 1958), 30.
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a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan.

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan.

C. Tindak Pidana Perhutanan
Tindak pidana perhutanan adalah suatu kegiatan yang mengubah,
memanfaatkan, atau mengambil hasil hutan secara tidak sah dan
menyebabkan rusaknya tatanan ekosistem hayati hutan, selain itu adanya
penyalahgunaan izin atau pelanggaran aturan-aturan hukum kehutanan yang
berlaku dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, menjelaskan pengertian perusakan hutan sebagai berikut:
“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan
melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa
izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan
tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,
ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh

pemerintah.”
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Dari isi pasal di atas menjelaskan bahwa dalam segala aktivitas
pengolahan hutan sudah ada aturan serta tata cara yang ditetapkan oleh
undang-undang untuk melindungi fungsi utama dari hutan itu sendiri.
Kerusakan hutan memiliki dampak buruk secara menyeluruh mulai dari
rusaknya ekosistem alam hayati, pencemaran udara dan air, menyebabkan
terjadinya bencana banjir, longsor, dan beberapa bencana lainnya. Sehingga
dalam menangani kerusakan hutan selain undang-undang peran masyarakat
sangatlah penting dalam turut serta menjaga dan melindungi hutan dari
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyebab kerusakan hutan adalah
sebagai berikut: **

1. llegal logging (penebangan hutan secara liar) adalah kegiatan
penebangan pohon yang dilakukan secara liar di hutan, kerusakan ini
menimbulkan tanah longsor, banjir, dan hutan gundul.

2. Kebakaran hutan adalah salah satu penyebab rusaknya hutan yang
sangat besar, hal ini karena selain tumbuhan ada juga hewan yang ikut
mati terjebak dalam kebakaran tersebut. Sering kali penyebab kebakaran
hutan adalah faktor kesengajaan yang bertujuan membuka lahan baru
atau perluasan lahan untuk dijadikan perkebunan, pertanian, peternakan,
dan permukiman baru.

3. Perambahan hutan terjadi karena bertambahnya kebutuhan lahan untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, pertumbuhan

% Triani, “Kerusakan Hutan”, https://dlhk.bantenprov.go.id , diakses pada 4 Oktober 2021.
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penduduk yang semakin pesat, maka hutan menjadi salah satu tempat
yang mudah untuk penopang hidup masyarakat sekitar hutan tersebut.
4. Serangan hama, penyakit, dan pembuangan limbah pabrik.
Kejahatan/tindak pidana perhutanan hukumannya sudah diatur secara
tegas oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang
memberikan sanksi maksimum terhadap pelaku tindak pidana perhutanan
atau pelanggaran hukum kehutanan:
Pasal 92 Ayat (1) “Orang perseorangan yang dengan sengaja:*°
a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di
dalam kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 17 Ayat (2) huruf b; dan/atau
b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan
kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di
dalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagai mana
yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling
sedikit RP1.500.000.000,- (satu miliar lima ratu juta rupiah)

dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
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D. Perkebunan

Tanah Indonesia merupakan tanah yang sangat cocok dan subur untuk
melakukan usaha perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit,
perkebunan teh, dan beberapa perkebunan lainnya. Pada dasarnya
perkebunan memiliki pengertian pengolahan tanah kosong untuk penanaman
sejumlah tanaman dengan jenis yang sama di lahan yang luas dengan tujuan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik itu dalam bentuk jasa
maupun barang. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, pengertian perkebunan sebagai

berikut:
“Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang
sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman
tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan,
serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha

perkebunan dan masyarakat.”’

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
tahun 2014 tentang Perkebunan, pengertian perkebunan sebagai berikut:

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam,

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”.

?7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
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Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian,

dijelaskan pengertian perkebunan yaitu:

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam,
sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

panen, pengelolaan, dan pemasaran tanaman perkebunan”.*®

Berdasarkan Putusan Menteri Pertanian Nomor:
511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis Komoditi Tanaman Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan
Direktorat Jenderal Hortikultura, komoditas perkebunan dibagi menjadi 3
(tiga) golongan, yaitu:

a. Lingkup komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari
124 jenis tanaman, tanaman penutup tanah, dan tanaman pupuk hijau.
Dari 144 komoditas perkebunan ada beberapa jenis tanaman yang paling
utama, yaitu sawit, kelapa, tebu, teh, kopi, karet, tembakau, dan kakao.

b. lingkup komoditas binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri
dari padi, palawija, kacang-kacangan, dan umbi- umbian.

c. lingkup komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri dari,

buah-buahan, sayuran, biofarma, dan tanaman hias.”

%8 Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pertanian.

 putusan Mentri Pertanian No.511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan
Direktorat Jendral Perkebunan, Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Direktorat Jendral
Hortikultura.
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Dalam melakukan kegiatan perkebunan tentunya dibutuhkan lahan
yang sangat luas dan memadai. Lahan perkebunan bisa didapat dengan cara
pembukaan lahan baru untuk dijadikan sebagai area perkebunan. Pembukaan
lahan baru biasanya dilakukan dengan cara mengubah fungsi lahan alami
seperti hutan menjadi lahan perkebunan. Lahan baru dibersihkan dari
berbagai tanaman pengganggu untuk menciptakan tempat yang baik untuk
tanaman yang akan dikembangkan/dibudidayakan dengan cara alami atau
kimiawi. Hasil yang bagus biasanya bergantung pada proses penanaman,
perawatan yang mendukung, serta keadaan lingkungan fisik. Dalam
pembukaan lahan perkebunan pelaku perkebunan harus memilki hak atas
tanah dengan pola hak guna usaha. HGU atau hak guna usaha adalah suatu
hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk
usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.’® Dalam Pasal 1
Ayat (7) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan, disebutkan pengertian lahan perkebunan, yaitu:

“Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha

perkebunan””'

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria menjelaskan yang dimaksud hak atas tanah sebagai

berikut:

%0 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekebunan.



39

Pasal 4 Ayat (1) “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai sebagai
mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan-badan hukum.”

(2) “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal
ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah
yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air
serta ruang yang ada di atasnya,sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang
lebih tinggi.”

(3) “Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam
Ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan

ruang angkasa.”

Ketentuan dalam mengusahakan lahan perkebunan dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagai

berikut:

%2 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ...
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a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian hak atas tanah,
perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling
sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah.

b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian hak atas tanah,
perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas
tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan.

Apabila lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud Ayat (1) bidang tanah perkebunan yang belum
diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB III

TINDAK PIDANA PERHUTANAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NO.156/Pid.B/LH/2019/PN Stl

A. Deskripsi Kasus
Sebagai bahan pendukung data dalam membahas suatu permasalahan
yang telah dipaparkan oleh rumusan masalah, maka perlu dijabarkan
mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN
Srl yang menjelaskan tentang kasus tindak pidana perhutanan, yaitu dengan
cara penebangan dan pengrusakan pohon secara tidak sah untuk pembukaan
lahan perkebunan. Dalam kasus ini memiliki deskripsi sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Identitas terdakwa bernama Muhammad Kahfi Bin Antony yang
lahir di Mandiangin pada tanggal 2 Desember 1994 (25 tahun) dengan
jenis kelamin laki-laki beralamatkan Desa Kute Jaye, Kec. Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, beragama Islam, dan bekerja
sebagai Petani. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan suatu tindak pidana perhutanan, dengan cara menebang dan
pengrusakan pohon secara tidak sah dalam kawasan hutan untuk

pembukaan lahan perkebunan.'

! Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, 1.
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2. Peristiwa Hukum

Berawal sekitar pada bulan Januari 2019, terdakwa Muhammad
Kahfi berangkat dari rumah dengan membawa sebilah parang menuju
PT. AAS G.401 Areal Izin Konsesi PT. AAS Desa HTI Sungai Butang
yang ada di Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dengan menumpang
seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah sampai di tempat tujuan
terdakwa langsung membersihkan semak belukar di lahan tersebut
menggunakan parang yang dibawanya. Kemudian sekitar bulan Februari
2019 terdakwa kembali datang ke lahan tersebut dengan menaiki motor
sendiri dan membawa parang miliknya. Sesampainya di lahan terdakwa
melakukan penebangan pohon akasia sekitar + 82 (delapan puluh dua)
batang dengan menggunakan parang miliknya. Setelah itu terdakwa
menanam bibit pohon karet dengan dodos dan dimasukan ke dalam
lubang tanah yang digalinya, kemudian tanah tersebut ditutup kembali.
Tanah yang digunakan seluas sekitar 1 (satu) hektar.

Selanjutnya sekitar bulan April 2019 terdakwa berangkat dari
rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan
membawa sebilah parang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan
parang berkali-kali ke sekeliling batang pohon akasia sehingga kulit dari
pohon batang akasia tersebut terkelupas, terkikis, menjadi kering, dan
mati dengan jumlah sekitar + 395 (tiga ratus sembilan puluh lima)
batang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar

pukul 10.00 WIB, terdakwa menumpang sepeda motor seseorang yang
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tidak dikenal menuju lahan yang telah ditanami bibit pohon karet.
Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi yang bernama Ahmad
Rusdianto, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Sarolangun
untuk diproses selanjutnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka PT. AAS mengalami
kerugian sebesar = RP 93.500.000,- ( sembilan puluh tiga juta lima ratus
ribu rupiah ). Terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony telah terbukti
melakukan tindak pidana perhutanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar)

subsider 1 (satu) bulan kurungan.’

B. Keterangan Saksi-saksi
Dalam Pasal 1 Ayat (26) KUHAP menjelaskan pengertian saksi sebagai
berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.> Berikut

ini adalah keterangan yang diperoleh dari para saksi:*

2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan ..., 3.

® Tim Viva Justicia, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana), (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 10.

* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan ..., 7.
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Saksi Ahmad Rusdianto Bin Parmun (Alm)

Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi
Rusdianto bersama dengan saksi Johan melakukan patroli dan
menemukan sebuah pondok dan seorang laki-laki yang bernama
Muhammad Kahfi sedang beristirahat di pondok tersebut. Kemudian
diberi imbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau izin
Konsesi PT. AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengrusakan
pohon, kemudian Muhammad Kahfi meninggalkan tempat tersebut.
Setelah itu saksi beberapa kali melakukan patroli di area pondok milik
Muhammad Kahfi dan tidak menemukan kegiatan/perusakan tanaman
pohon akasia seperti sebelumnya.

Selanjutnya saksi Rusdiato bersama saksi Yuli Setiawan melakukan
patroli hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di
areal Izin Konsesi PT. AAS tepatnya petak AAS G. 401 Desa HTI
Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi,
melihat pondok milik Muhammad Kahfi seperti ditempati kembali serta
tak lama kemudian terlihat Muhammad Kahfi yang sedang membawa 1
(sebuah) parang menuju pondok miliknya. Karena Muhammad Kahfi
telah mengabaikan imbauan yang telah diberikan sebelumnya, maka
saksi membawa Muhammad Kahfi ke kantor PT. AAS dan kemudian
dibawa ke Polres Sarolangun Untuk diproses lebih lanjut. Luas lahan
yang dirusak sekitar 2 (dua) hektare dan jumlah tanaman pohon akasia

yang ditebang sebelumnya sekitar 200 (dua ratus) batang. Pemilik
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tanaman pohon karet adalah Muhammad Kahfi, luas lahan yang
digunakan untuk ditanami pohon karet sekitar 0,5 hektare dan jumlah
tanaman pohon karet sekitar 200 (dua ratus) batang yang berusia tujuh
bulan.
Saksi Yuli Setiawan Bin Tamrin

Bahwa Muhammad Kahfi telah melakukan perkebunan dan
penebangan pohon akasia pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019
sekitar pukul 10.00 WIB di areal Izin Konsesi PT. AAS tepatnya petak
G. 401 Desa HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun,
Prov. Jambi. Muhammad Kahfi melakukan perkebunan pohon karet yang
ditanamnya sekitar 200 (dua ratus) batang dengan luas lahan sekitar 0,5
hektare, sedangkan pohon akasia yang ditebangi sekitar 200 (dua ratus)
batang dengan luas lahan 2 (dua) hektare. Saksi Yuli Setiawan ikut
bersama saksi Rudianto untuk mengamankan Muhammad Kahfi, di
lokasi tempat penangkapan Muhammad Kahfi ditemukan banyaknya
tanaman pohon akasia yang sudah ditebang sekitar 200 (dua ratus)
batang dan banyak tanaman pohon karet yang sudah ditanam di antara
pohon akasia yang telah ditebangi, saksi juga melihat bangunan berupa
pondok yang terbuat dari kayu milik Muhammad Kahfi.
. Johan Prayudi Bin Subardi (alm)

Saksi Johan adalah Security/Satpam di PT. Agronusa Alam
Sejahtera Desa HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun,

Prov. Jambi. Saksi Johan mengetahui ada 1 (satu) pondok milik
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Muhammad Kahfi yang berada di tanaman pohon karet milik
Muhammad Kahfi. Saksi Johan melihat beberapa tanaman pohon karet
yang sudah ditanam, tanaman pohon akasia yang dirusak dan yang telah
ditebangi. Saksi johan juga mengetahui bahwa saksi Rusdianto
menanyakan siapa yang telah merusak dan menebangi pohon akasia
serta menanam tanaman pohon karet di lokasi tersebut, kemudian saksi
Johan mendengar pengakuan Muhammad Kahfi bawa ia yang melakukan
perbuatan itu sendiri.

. Drs. Tonga Siahaan Bin Kasianus Siahaan (alm)

Saksi Tonga mengetahui perkara tersebut dari keterangan
Koordinator Security PT. AAS yang bernama Rusdianto pada hari
Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.27 WIB, yang terjadi di
petak PT.AAS G. 401 Desa HT1 Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab.
Sarolangun, Prov. Jambi. Sesuai keterangan saksi di lapangan luas lahan
yang telah dibuka dan ditanami pohon karet oleh Muhammad Kahfi
adalah 2 (dua) hektar dimana dari luas lahan tersebut terdapat tanaman
pohon akasia setiap hektarnya adalah sebanyak 1.666 (seribu enam ratus
enam puluh enam) batang, sehingga jumlah total dalam 2 (dua)
hektarnya adalah sebanyak 3.332 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga)
batang. Kerugian yang dialami PT. Agonusa Alam Sejahtera akibat dari
perbuatan Muhammad Kahfi tersebut adalah sebesar + Rp 93.500.000,-

(sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
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C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony diamankan oleh pihak PT.
AAS dikarenakan telah melakukan penebangan dan pengrusakan pohon
akasia kemudian melakukan penanaman pohon karet pada tanggal 20
Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa pada saat itu sedang
menuju pondok miliknya dan setibanya di pondok terdakwa bertemu dengan
beberapa karyawan PT. AAS dan ditanyai tentang apakah terdakwa
mengetahui bahwa lokasi terdakwa melakukan penanaman pohon karet
dengan menebang dan perusak tanaman pohon akasia tersebut merupakan
areal PT. AAS, terdakwa menjawab mengetahuinya.

Cara terdakwa melakukan penanaman pohon karet di areal tersebut
dengan cara menyediakan bibit tanaman pohon karet yang sudah setinggi
dada, kemudian terdakwa melubangi tanah menggunakan dodos setelah itu
bibit tanaman pohon karet dimasukan ke lubang tanah dan ditutupi kembali
dengan tanah. Saat ini tanaman pohon karet tersebut sudah berusia 7 (tujuh)
bulan dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) batang. Cara terdakwa
melakukan penebangan tanaman pohon akasia milik PT. AAS yaitu dengan
menggunakan alat pemotong mesin Seinsau, sedangkan pengrusakan
tanaman pohon akasia menggunakan parang yang dibabatkan ke sekeliling
batang pohon akasia, sehingga kulit pohon akasia mengelupas dan mati.

Tanaman pohon akasia yang ditebang sekitar 200 (dua ratus) batang dan
yang dirusak sekitar 200 (dua ratus) batang. Tindakan tersebut bertujuan

agar tanaman pohon karet yang terdakwa tanam dapat tumbuh dengan subur
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dan besar. Luas areal yang digunakan sekitar 0.5 Hektar dan tanaman pohon
akasia yang ditebang dan dirusak sekitar 2 Hektar. Tanaman pohon akasia
yang ditebang dan dirusak beragam ada yang sebesar betis dan sebesar paha
manusia. Terdakwa juga mengetahui bahwa areal yang digunakan terdakwa
untuk menanam pohon karet adalah milik PT. ASS, terdakwa
mengetahuinya sejak 2018. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 terdakwa sudah
mendapat teguran atau imbauan untuk meninggalkan areal tersebut.
Perbuatan penebangan dan pengrusakan pohon akasia serta penanaman
pohon akasia dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa memiliki izin dari PT.

AAS

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan

No.156/Pid.B/LH/2019/PN Stl

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif
dalam surat dakwaan dengan register perkara 156/Pid.B/Lh/2019/PN Srl,
maka hakim harus membuktikan dakwaan yang paling tepat dari Penuntut
Umum, yakni dakwaan kesatu Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2)
huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur

sebagai berikut:°

® Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan ..., 21.
6 -
Ibid., 25.
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1. Unsur setiap orang
Unsur setiap orang mengacu pada orang sebagai subjek hukum hak
dan kewajiban, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan
merupakan sarana pencegah eror in persen. Dalam Pasal 1 Ayat (21)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, unsur setiap orang
diartikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang
melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah
hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah indonesia.’
Terdakwa Muhammad Kahfi mengakui dan membenarkan, serta tidak
keberatan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut
Umum benar identitas dirinya, dan berdasarkan pemeriksaan
persidangan terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat secara
jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban hukum. Maka dari uraian diatas
unsur setiap orang sudah terpenuhi.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin
Menteri dalam kawasan hutan
Yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja adalah terdakwa
Muhammad Kahfi mengetahui bahwa lahan yang digunakannya adalah
milik PT.AAS, namun meskipun sudah mendapatkan imbauan terdakwa

tetap melakukan penebangan dan pengrusakan tanaman pohon akasia

’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
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dan menanam bibit tanaman pohon karet di lahan tersebut. berdasarkan
uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan
penebangan pohon akasia sekitar 82 (delapan puluh dua) batang,
menanam bibi tanaman pohon karet sekitar 200 (dua ratus) batang di
tanah seluas 1 hektar, dan terdakwa juga merusak pohon akasia sekitar
395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang.

Terpenuhinya semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal
17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana perhutanan (dengan sengaja melakukan
kegiatan berkebun tanpa izin menteri dalam kawasan hutan). Tidak
ditemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf pada terdakwa, serta
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.
Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan
1. Keadaan yang meringankan

a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

b. Terdakwa mengaku dan terus terang
2. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. AAS =+

Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
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E. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN

Srl®

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat

(2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (kitab undang-

undang hukum acara pidana), dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan

lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sarolangun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Perhutanan”

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda
Rp1.000.000.000,- (satu miliar) dengan Subsider 1 (satu) bulan
kurungan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan

. Menetapkan barang bukti berupa:

# Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan ..., 30.
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a) 1 (satu) bilah parang dengan ganggang terbuat dari plastik warna
hijau

b) 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet
Dirampas untuk dimusnahkan

¢) 5 (lima) batang pohon akasia

d) 16 (enam belas) batang pohon akasia

e) 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang pohon akasia
Dikembalikan kepada yang berhak PT. AAS melalui saksi Drs.
Tonga Siahaan anak dari Kasianus Siahaan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,- (lima

ribu rupiah).



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NO.156/Pid.B/LH/2019/PN Stl TENTANG TINDAK PIDANA PERHUTANAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan  Sarolangun
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili.' Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Maka dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu
perkara harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang dapat
mempengaruhi hasil keputusan. Di mata hukum semua orang memiliki
kedudukan yang sama maka dari itu hakim harus bertindak tanpa membeda-
bedakan status orang yang sedang diadili. Dalam Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 disebutkan:’

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas
penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

! Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

53
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Pada dasarnya pertimbangan hukum hakim merupakan pemikiran-
pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang
dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Hakim dalam menjalankan
perannya sebagai pemutus perkara harus memberikan suatu pertimbangan
yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak keluar dari ketentuan hukum
yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim yang disusun secara ringkas
dengan apa yang dikemukakan dalam persidangan seperti tuntutan jaksa
penuntut umum, saksi, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi
korban yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa.’ Berikut
hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan
dalam persidangan:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum

2. Tujuan dilakukannya tindak pidana yang hendak dicapai

3. Cara melakukan tindak pidana

4. Kesadaran pelaku tindak pidana (tidak gila/tidak dalam keadaan
terpaksa)

5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi

6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana

7. Sifat baik dan sifat jahat pelaku tindak pidana

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan masyarakat
Dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl tentang Tindak Pidana

Perhutanan milik PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera) di areal [UPHHK-

* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...,



55

HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri)
yang berada di desan HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab.
Sarolangun. Merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sama dengan
melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan
yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus tindak pidana perhutanan milik PT. AAS (Agronusa Alam
Sejahtera) yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Kahfi Bin Antony
diancam oleh JPU (jaksa penuntut umum) dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf a
Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b dan Pasal 82 Ayat (1) huruf ¢ Jo Pasal 12 huruf
¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan dakwaan alternatif
yang dapat mempermudah hakim dalam menentukan dakwaan yang dirasa
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Muhammad Kahfi bin
Antony telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif yang
dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu dakwaan ke 1 (satu) Pasal 92
Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut “Orang perseorangan yang
dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam
kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
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10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima
miliar rupiah)”.

Serta dalam kasus ini terdapat 4 (empat) orang saksi yaitu Ahmad
Rusdianto Bin Parmun, Yuli Setiawan Bin Tamrin, Johan Prayudi Bin
Subardi (alm), dan Drs. Tonga Siahaan Bin Kasianus Siahaan dimana
keterangan para saksi dibawa sumpah dan dibacakan di depan persidangan,
serta dimasukan sebagai bukti dipersidangan oleh hakim. Dalam memeriksa
suatu keputusan, maka harus berisikan isi dan sistematis putusan yang
meliputi kepala putusan, identitas terdakwa, barang bukti, alat bukti, hal-hal
yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, pertimbangan hukum
hakim, serta amar putusan.

Berikut pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, tentang tindak pidana perhutanan milik PT.
AAS (Agronusa Alam Sejahtera) di areal TUPHHK-HTI (Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) yang berada di
Desan HTI Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun yang
dilakukan oleh terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony:4
1. Bahwa perbuatan terdakwa Kahfi bin Antony telah memenuhi unsur-

unsur yang terdapat dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat

(2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi

* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun
No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl.
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sebagai berikut “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan
kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,-
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah)”.

Pertama adalah mengenai unsur setiap orang diartikan sebagai orang
perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan
hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau
berakibat hukum di wilayah indonesia.” Unsur ini menjelaskan bahwa
orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Muhammad
Kahfi bin Antony telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta
hukum yang telah terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan
para saksi dan keterangan terdakwa, maka dengan ini unsur pertama
telah terpenuhi.

Kedua adalah mengenai unsur dengan sengaja, unsur ini
menjelaskan bawa terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony mengetahui
dan menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum. Terdakwa

Muhammad Kahfi bin Antony mengetahui bahwa lahan yang

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.
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digunakannya adalah milik PT.AAS, namun tetap melakukan
penebangan pohon akasia sekitar 82 (delapan puluh dua) batang,
menanam bibi tanaman pohon karet sekitar 200 (dua ratus) batang di
tanah seluas 1 hektar, dan terdakwa juga merusak pohon akasia sekitar
395 (tiga ratus sembilan puluh lima) batang, maka dengan ini unsur
kedua telah terpenuhi.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad
Kahfi bin Antony dan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1)
huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan
dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan
pemaaf ataupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan
pemidanaan, maka dengan ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya di mata hukum.

. Unsur-unsur yang dapat memberatkan dan meringankan
Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan
adanya hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa,
yaitu:
1. Keadaan yang meringankan
a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

b. Terdakwa mengaku dan terus terang.
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2. Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. AAS =+
Rp93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan
barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ganggang terbuat dari
plastik warna hijau, 82 (delapan puluh dua) batang pohon karet, 5 (lima)
batang pohon akasia, 16 (enam belas) batang pohon akasia, 395 (tiga
ratus sembilan puluh lima) batang pohon akasia.

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan hukuman
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu
miliar) dengan Subsider 1 (satu) bulan kurungan, menetapkan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam
tahanan, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Dalam perkara ini, hakim telah memutuskan terdakwa dengan dakwaan
alternatif ke 1 (satu) dari JPU (jaksa penuntut umum) yaitu melanggar
ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
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Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat

sebagai berikut:

1.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara tindak pidana perhutanan,
dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan ketetapan terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) dengan
Subsider 1 (satu) bulan kurungan. Jika dilihat dari dampak yang
ditimbulkan hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek
seperti terganggunya ekosistem hayati hutan, kerugian yang dialami PT.
AAS (Agronusa Alam Sejahtera), dan keresahan masyarakat sekitar.
Perbuatan terdakwa dapat menjadi dasar pertimbangan yang dapat

memberatkan hukumannya.

. Dalam amar putusan hakim telah menetapkan pidana denda sebesar

Rp1.000.000.000,- (satu miliar), penjatuhan hukuman tersebut kurang
tepat karena tidak sesuai dengan pasal yang dituntutkan. Dalam Pasal 92
Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman hukuman sudah ditentukan
batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana denda paling sedikit
sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Seharusnya hakim tidak
mengesampingkan ketetapan hukum yang dibuat secara tertulis oleh

undang-undang.
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Dalam hukum pidana ada asas legalitas yang diartikan tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.® Jika
dikaitkan dengan asas tersebut maka perbuatan terdakwa haruslah dihukum
sesuai dengan pasal yang dituntutkan karena perbuatan terdakwa
mengandung unsur kesengajaan dan kesalahan, kesalahan adalah perbuatan
yang telah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis keputusan hakim atas penjatuhan hukuman denda
tersebut tidak tepat karena tidak adanya kesesuaian dengan asas legalitas.
Dalam asas tersebut ada 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan, sebagai

berikut:’

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut
undang-undang.

2. Tidak ada penerapan pidana berdasarkan analogi.

3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.

4. Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.

5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

6. Penuntutan pidana hanya berdasarkan cara yang ditentukan undang-

undang.

Pada dasarnya tujuan penegakan hukum adalah memberikan rasa

keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat dengan harapan dapat

® Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1958) 3.
” Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish), 26.
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memberikan ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Aturan perundang-undangan memang harus diterapkan sesuai ketetapan
yang berlaku, namun dalam praktiknya hakim memiliki kebebasan dalam
memberikan  pertimbangan-pertimbangan sesuai pemikirannya yang
berlandaskan keadilan. Dalam hukum pidana juga diatur mengenai batas
minimal dan maksimal hukuman, disinilah hakim dapat menggunakan

haknya dalam menjatuhkan pidana.

Seharusnya hakim tidak menjatuhkan hukuman kurang dari batas
minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini karena tidak
sesuai dengan apa yang ada dalam asas legalitas. Selain itu terdakwa sudah
memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo
Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,-(lima

miliar rupiah).
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B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Denda
dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl
1. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN

Srl

Hukum Pidana Islam adalah suatu aturan mengenai perbuatan yang
melanggar ketentuan hukum Allah dan membawa dampak buruk bagi
kehidupan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman. Dalam kasus di
atas adanya perbuatan yang membuat kerusakan terhadap harta milik
orang lain serta membuat terjadinya suatu perselisihan hukum. Al-
qur’an memerintahkan kepada orang yang bertugas menjalankan hukum
Allah (hakim) dalam memberikan keputusan harus menggunakan hukum
shara‘ dan memisahkan yang berselisih untuk melindungi hak dan
kewajiban individu, kelompok, serta masyarakat secara menyeluruh.

Dalam surat Fussilat (41:46) dijelaskan:

AT YL S Ado e 5 ,/‘o,/ ST A (- 2 o -
Sl oMy &l a5 Leddas 2l (25 il BLo ok 0

“Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan
barang siapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya.
Allah sekali-kali menganiaya hamba-hambanya.”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa

hukuman adalah salah suatu tindakan yang diberikan sebagai bentuk

pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam

® Departemen Agama, 4/ Qur’an dan Terjemahan, Juz 1-juz 30, (Surabaya; Al-Hidayah, 2002),
690.
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shara‘, hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan
melindungi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat
umum. Dalam hukum pidana islam hukuman merupakan suatu usaha
mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama serta
menjauhkannya dari lingkungan kejahatan, selain itu hukuman juga
memberikan pendidikan untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi
orang yang lebih baik dan menjalani hidup dengan damai. Segala bentuk
hukuman diharapkan membuat pelaku sadar bahwa perbuatannya dapat
merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa alasan atau
sebab hukuman dapat dimaafkan atau dihapus, yaitu sebagai berikut:’

1. Paksaan adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh tindakan
seseorang yang mengancam terhadap orang lain untuk melakukan
suatu perbuatan yang tidak dihendakinya.

2. Mabuk adalah kondisi hilangkan akal karena meminum minuman
keras baik itu secara terpaksa atau dengan kemauan sendiri ataupun
efek dari suatu obat untuk pengobatan. Kondisi ini tidak dibebani
pertanggungjawaban pidana dalam hal apapun, hal ini dikarenakan
semua perbuatan jarimah yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidak
dilakukan secara sadar atau tidak disadari.

3. Gila adalah kondisi hilangnya suatu kemampuan untuk berpikir
yang bisa disebabkan karena bawaan dari lahir ataupun mengalami

gangguan kejiwaan yang disebabkan sakit atau cacat fisik.

% Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 105-117.
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4. Anak di bawah umur dianggap belum memiliki akal yang sempurna,
oleh sebab itu hukum pidana Islam tidak memperkenankan
menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang belum cukup
umur, kecuali dengan maksud mendidik maka dapat diberikan

teguran dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan dalam perkara ini perbuatan terdakwa Muhammad Kahfi
bin Antony tidak termasuk dalam sebab-sebab hukuman bisa dimaafkan
atau dihapus. Maka dalam hal ini pelaku wajib dijatuhi hukuman atas
perbuatannya karena telah melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam
perbuatan terdakwa terdapat unsur jarimah sengaja, yaitu terdakwa
dengan sengaja melakukan perbuatannya meskipun sudah mendapat
imbauan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan atau izin Konsesi
PT. AAS dan dilarang melakukan penebangan dan pengrusakan pohon.
Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari Ahmad Rusdianto bin Parmun

(alm) selaku Satpam di PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera).

Dasar pertimbangan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan
hukuman adalah karena perbuatan tersebut telah merusak akhlak,
dimana akhlak adalah akar dari segala perbuatan. Terjaganya akhlak
dapat melindungi badan, akal, jiwa, hak-hak pribadi, dan masyarakat.
Untuk memberikan hukuman yang pantas dan adil hakim harus
mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi latar belakang suatu

perbuatan jarimah bisa terjadi, serta mencari bukti-bukti yang kuat
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untuk memutus suatu perkara agar memberikan keputusan berdasarkan

kebenaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn

Buraydah, dari ayahnya bahwa rasulullah bersabda:

aih B e s a0 el BB o o a3 DT 396 Sl

385 Jix B U 8 s S0 0 5 oS g 5 B O g

LB

“Para hakim ada dua golongan, satu golongan ada di surga dan dua
golongan ada di neraka. Adapun hakim yang ada di surga adalah
hakim yang mengetahui kebenaran kemudian memberikan
keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun hakim yang mengetahui
kebenaran kemudian curang dalam mengambil keputusan, dia
ditempatkan dalam neraka. Seorang hakim yang memberi keputusan

berdasarkan kebodohan, dia juga akan ditempatkan dalam neraka”.'’

Dan juga dalam surat al-Maidah (5:42)

o © P & ° . 2 P - °
Gt E2 80 3) ezl 2455 S50 2ass 5

“Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah
(perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah
menyukai orang yang adil.”"'

Dalam hukum pidana islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai

hukuman bagi pelaku perusakan hutan, namun perbuatan tersebut dapat

dikategorikan dalam jariman ta‘zir yang berkaitan dengan hak Allah,

yaitu membuat kerusakan dimuka bumi. Setiap perbuatan yang

menyebabkan kerusakan akan mendapat hukuman sesuai dengan apa

yang diperbuat. Pada dasarnya Islam mengajarkan agar umat manusia

9 1hid., 87.

Y Departemen Agama, Al Qur’an dan ..., 152.
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menjaga serta melindungi segala sesuatu yang Allah berikan sesuai
dengan aturan-aturan yang ditetapkannya. Hal ini juga dikuatkan dengan
pendapat Muhammad Ibn Ahmad Al-Faisy dalam Al-Itqam wa Al-Ihka,

Jilid II di halaman 105:"?

Rty d\s W?tdtbfs \5 JJ?»MW”;:W@\ qu
&#@5\9\339@\,@81*«1@ duﬁ\u\jsw(@x)umj\

“Sesungguhnya setiap orang yang melakukan pengrusakan, ia wajib
menanggungnya dan wajib dituntut untuk mengantinya. Jika
sesuatu yang rusak itu benda yang ada kesamaannya, maka ia
mengganti dengan benda yang sama. Dan jika sesuatu yang rusak
itu benda yang hanya dapat diketahui nilai harganya, maka ia
mengganti dengan nilai haganya.”

Kasus Tindak Pidana Perhutanan yang dilakukan oleh terdakwa
Muhammad Kahfi bin Antony dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN
dapat dikenakan dengan hukuman ¢a ‘zir, yaitu hukuman yang belum ada
ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis, maka hukumannya
didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan wewenang
menentukan hukuman diserahkan kepada hakim. Sebelum menjatuhkan
suatu hukuman seorang hakim harus mempertimbangakan unsur-unsur
yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Apabila semua unsur telah

terpenuhi, serta bukti-bukti dan saksi yang menguatkan, maka barulah

2 Ruknizar, “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”
(Skripsi-- UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 56.
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hukuman dapat dijatuhkan. Berikut unsur-unsur dalam hukum pidana

islam :

1.

Unsur formal, adanya nass yang mengatur suatu perbuatan disertai
ancaman bagi pelanggarnya, dalam kasus tindak pidana pengrusakan
hutan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.

Unsur material, yaitu Adanya perbuatan melawan hukum.
Kebebasan berbuat ataupun tidak berbuat, tidak dalam keadaan
yang terpaksa ataupun dipaksa. Terdakwa dengan sengaja tetap
melakukan pengrusakan hutan meski telah mengetahui dan
mendapatkan teguran bahwa perbuatannya adalah dilarang.

Unsur moral, yaitu kesadaran bahwa perbuatan jarimah tersebut
memilki dampak atau akibat tertentu. Terdakwa memiliki
kemampuan berpikir secara sempurna dan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dikenakan

hukuman ¢a‘zr, yaitu berupa hukuman penjara dan hukuman denda.

Hukuman penjara adalah hukuman badan dimana seseorang kehilangan

kemerdekaan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri dimanapun ia

berada, hakim menjatuhkan hukuman Penjara selama 3 (tiga) tahun

adala hukuman paling singkat sesuai dengan pasal yang dituntutkan.

Hukuman denda adalah biaya ganti rugi yang dikenakan baik sebagai
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hukuman pokok atau digabungkan dengan hukuman pokok lainnya,
dalam hukuman ¢a°‘zir sendiri tidak diatur mengenai ukuran nominal
denda yang harus dibayarkan karena tidak ada dasar hukumnya.
Hukuman denda sebesar Rpl1.000.000.000,- (satu miliar) yang
dijatuhkan dianggap terlalu ringan jika mengingat bahwa hukuman
ditujukan untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Pasal
92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, karena semua unsur dan hukumannya

lebih memenuhi terhadap tindak pidana perhutanan.

Kasus tindak pidana perhutanan akan terus terjadi bahkan bisa
bertambah parah akibat yang ditimbulkan, hal ini dapat dilihat dari
banyaknya kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab seperti penyalagunaan izin guna lahan,
pembalakan liar, perluasan lahan perkebunan, kebakaran hutan, dan
beberapa lainnya. Disinilah peran hakim sebagai penegak keadilan harus
bersikap tegas dalam menjatuhkan hukuman yang ditujukan untuk
memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus membuat rasa takut
terhadap pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi atau melakukan

perbuatan yang sama.
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2. Analisis Hukum Positif dalam Putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl
Tindak pidana adalah perbuatan melanggar ketentuan hukum yang
telah dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan, serta perbuatan tersebut dinyatakan
sebagai tindakan yang dapat dihukum/dipidana. Suatu perbuatan
dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila memenuhi unsur-
unsur yang terdapat dalam hukum pidana. Berikut adalah unsur-unsur
tindak pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan terhadap
terdakwa Muhammad Kahfi bin Antony, yaitu Pasal 92 Ayat (1) huruf a
Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b:"?
a. Unsur Objektif
1) Perbuatan orang, yaitu terdakwa melakukan pembukaan lahan
baru untuk perkebunan pohon karet tanpa memiliki izin
pengelolaan/izin guna lahan dari menteri dalam kawasan hutan.
2) Akibat yang ditimbulkan, perbuatan terdakwa telah merusak
tanaman akasia dan menyebabkan kerugian terhadap PT. AAS
(Agronusa Alam Sejahtera).
3) Tujuan dari perbutan adalah membuka lahan baru untuk
dijadikan sebagai lahan perkebunan pohon karet milik pribadi.
b. Unsur Subjektif
1) Adanya kesalahan, terdakwa sadar bawa perbuatannya

melakukan kegiatan perkebunan dengan membuka lahan baru di

3 |smu Gunadi dan Jonaidi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 2014), 39.
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kawasan hutan akan menimbulkan kerusakan tanaman akasia
milik PT. AAS (Agronusa Alam Sejahtera).

2) Kemampuan bertanggungjawab, terdakwa mengakui bahwa
perbuatannya salah dan mengatakan secara terus terang.
Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan telah
melanggar ketentuan hukum serta menimbulkan kerugian

terhadap pihak terkait dan masyarakat sekitar.

Selanjutya, dengan penjelasan tersebut maka perbuatan terdakwa
Muhammad Kahfi bin Antony adalah perbuatan tindak pidana dibidang
kehutanan/ tindak pidana perhutanan yang dipidana dengan pidana
paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Penjatuhan pidana penjara
ditentukan oleh hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan serta
melihat rasa keadilan hukum maupun keadilan menurut masyarakat.
Namun hal yang sangat perlu diperhatikan adalah penjatuhan pidana
denda yang tidak sesuai dengan isi pasal yang didakwakan. Denda yang
dijatuhkan terhadap terdakwa harusnya mengacu pada Pasal 92 Ayat (1)
huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dimana denda paling sedikit
Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan
keadilan dari segi hukum, hal ini jika mengingat kerusakan serta
kerugian yang dialami pihak-pihak yang bersangkutan, masyarakat, dan

Negara.
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Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan
apakah perbuatan tindak pidana tersebut keji atau tidaknya, akan tetapi
lebih berdasarkan seberapa besar kerugian yang diterima masyarakat.
Penjatuhan pidana denda adalah salah satu sarana dalam politik kriminal
yang diharapkan dapat menjadi penderitaan untuk pelaku pidana.
Pertimbangan kemampuan perekonomian terdakwa tidak mengurangi
untuk dijatuhkan denda minimum khusus yang terdapat dalam pasal
yang dituntutkan. Pembayaran pidana denda dapat dicicil/diansur sesuai
dengan tenggang waktu yang diberikan hakim, apabila denda tersebut
belum lunas sesuai waktu yang diberikan maka dapat digantikan dengan
pengambilan kekayaan terdakwa.

Pada dasarnya hukum itu bersifat adil sesuai porsi dan tempat yang
seharusnya, jika melihat kembali apa tujuan hukuman sebenarnya maka
menurut pendapat penulis perbutan terdakwa tetap harus dihukum
sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,-
(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah).
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi denda
di bawah batas minimum dalam putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl
adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta terpenuhinya
semua unsur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf
b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Majelis hakim

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana paling singkat

selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda RP1.000.000.000,- (satu miliah
rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Dalam analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi

Denda dalam putusan No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl, sebagai berikut:

a. Dalam hukum pidana Islam kasus tersebut dikenakan dengan
hukuman ¢a‘Aar berupa hukuman penjara sebagai perampasan
kemerdekaan dan denda sebagai biaya ganti rugi yang didasarkan
pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan

wewenang menentukan hukuman diserahkan kepada hakim.
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b. Berdasarkan kerusakan serta kerugian yang dialami pihak-pihak
yang bersangkutan, masyarakat, dan negara, maka menurut
pendapat penulis perbuatan terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman
denda sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17
Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan, dipidana dengan pidana denda paling sedikit

Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1.

Aturan hukum dibuat sebagai pedoman dan pencegahan terjadinya suatu
tindak pidana, apabila hukum tidak ditegakkan secara tegas maka tidak
menutup kemungkinan tindak kejahatan akan terus terjadi dengan
berbagai jenis dan cara yang bervariasi. Disinilah peran penting seorang
hakim sebagai pemegang wewenang dalam menjatuhkan suatu hukuman
harus sangat mempertimbangkan tujuan utama perundang-undangan itu
dibuat.

Bagi semua pihak/petugas kehutanan diharapkan mengadakan sosialisasi
tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan kepada

masyarakat serta memberikan arahan dalam pengelolaan hutan.
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